
 70 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

A. Suriyaman Mustari Pide, Op. Cit. 

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah, liat dalam Ibid. 

Aaertje Tehupeiory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa 
Sukses, Jakarta. 

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti 2004. 

Adrian Sutedi, 2012, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Gafika, Cetakan 
Kedua. 

Andi Hamzah, Kamus Hukum, lihat dalam A. Suriyaman Mustari Pide, Quo Vadis 
Pendaftaran Tanah, PUKAP-Indonesia, Makassar, 2009, hal. 10 et seq. 

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria,  Jakarta: Djamban. 

Dr. Urip Santoso., 2012, Pendaftaran Tanah. Dalam:  Hukum Agraria Kajian 
Komprehensif, Kencana, Surabaya. . 

H.L.A. Hart, 1961, The Concept of Law, Oxford: Oxford University Press.  

Hans Kelsen, 2012, Teori Hukum Murni (terjemahan Suteki) Yogyakarta: Penerbit 
Kanisius. 

Irwansyah, 2022,  PENELITIAN HUKUM Penelitian Metode & Praktik Penulisan 
Artikel (Edisi Revisi), Yogyakarta: Mirra Buana Media. 

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, 
Bayumedia Publishing. 

Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, Depok: Prenada Media Group. 

Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 
dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007. 

Petunjuk Teknis (Juknis) sejak tahun 2017. 



 71 

Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D, Penentuan Metode dan Pendekatan 
Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda 
Aceh. 

R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

Ridwan Halim, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Soerjono Soekanto, 2009, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Press. 

Sudikno Mertukusumo, 2009, Penemuan Hukum, Liberty , Yogyakarta.  

Yasid Abu, Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 

Jurnal dan Karya Ilmiah  

Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik 
Lengkap (PTSL), Bhumi, Volume 4 Nomor 1 Mei 2008. 

Fuad, Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum. Jurnal Widya Pranata Hukum, 
Volume 2,Nomor 2, September 2020.  

Ghina Ari Khalidah, Edith Ratna, Tinjauan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara 
Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Notarius., Volume 12 
Nomor 2 (2019) 

Harris Yonatan Parmahan Sibuea. 2016. Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk 
Pertama Kali. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). 
Vol. 2, No. 2 

K. Ayu, “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap Di Kota Batu,” Leg. J. Ilm. Huk., vol. 27, no. 1, pp. 27–
40, 2019, doi: 10.22219/jihl.v27i1.8956. 

Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari. 2022. Pentingnya 
pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum 
kepemilikan sertifikat tanah. Tunas Agraria Vol. 5, No. 3. 

Rizal Adhi Pratama, Kurniawan Budi Santoso, 2021, Peningkatan Kualitas Data 
Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus 
Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Prosiding FIT ISI 
Vol 1, 2021 (276 – 282) 

Supriyono, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 
1567-1582 



 72 

Andi Ento Mulyanto AM, et.al, 2022, Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap di Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal of Lex Generalis, Vol. 3, No. 
04. 

Joshua Melvin Arung Labi, Sri Susyanti Nur, & Kahar Lahae, 2021, Analisis Hukum 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah 
Tongkonan, Mulawarman Law Review, Vol. 6 Issue 1. 

Ahmad Ramdani Chairi, et.al, 2022, Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Program 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), , Kertha Semaya, Vol. 10, 
No. 8. 

Peraturan Perundang-Undangan  

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap. 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 35 Tahun 2016 

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 
Tahun 1997 (PMNA/KBPN 3/97) 

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 
Tahun 2021 (PMNA/KBPN 16/2021) 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang aturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria 

Sumber Internet  

Akses Internet di https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-
approach-dalam-penelitian-hukum/ 

rispub.law – Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 
(ugm.ac.id) 

  



 73 

Tesis dan Disertasi  

Fitri Widayanti, Sistem Publikasi Pendaftaran tanah Menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA), Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015. 

Herani N. Urgensi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 
sebagai Wujud Pelaksanaan Reforma Agraria. 2023. Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Makassar 

Joshua Melvin Arung La’bi. Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL) terhadap Tanah Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara. 2021. 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 

Rohiman, Proses Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Ajudikasi Di 
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Berdasarkan PP 24 Tahun 
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tesis, Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro, 2007.. 

Satria Nurul Suci. Pemberian Sertifikat Tanah pada Program Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) yang pajak tanahnya masih terhutang. 2021. 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 

Tuti Rosawati, Analisis Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan 
Pertahanan Nasional Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan 
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2096.K/ 
PDT/1987 Tanggal 28 Desember 1987 Dan Surat Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 4-X.C2005 Tanggal 14 Juli 2005, Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010 

Vieztanio Fynanda Augustine. Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pencegahan Sengketa Tanah di 
Kabupaten Tuban. 2023. Fakultas Hukum Universitas Islam Agung 
(UNISSULA), Semarang. 

Wawancara 

ACHMAD, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa 

Amat Solleh, Petugas Juru Ukur Pada Satgas Fisik Ajudikasi Kantor Pertanahan 
Kabupaten Gowa 

Hasnah sebagai Masyaratat Kabupaten Gowa 

Priyo Sudarso PltKepala Seksi Survey Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Gowa 
dalam hal ini beliau sebagai pelaksana Wakil Ketua Bidang Fisik Ajudikasi 

 
  



 74 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 
Wawancara dengan Bapak Achmad, S.ST., 
M.H, Selaku Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Gowa 

Wawancara dengan Bapak Priyo 
Sudarso S.H,.M.M,.M.H Plt Kepala 
Seksi Survey Pemetaan Kantor 
Pertanahan Kab. Gowa dalam hal ini 
beliau sebagai pelaksana Wakil 
Ketua Bidang Fisik Ajudikasi 

 

 

 

 

 



 75 

 

 
Wawancara dengan Bapak . Amat 
Solleh, S.T ( Petugas Ukur pada Satgas 
Fisik Ajudikasi) tgl 01/10/2024 

Wawancara dengan emerintah 
Desa/Masdasik (Masyarakat Pengumpul 
Data Fisik) tgl 30/09/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 
Pengukuran Pengamatan Jarak Jauh dilakukan oleh petugas ukur dan masdasik 

selaku petunjuk batas-batas bidang tanah mewakili masyakat tgl 01/10/2024 

Laporan masyakarat penerima sertipikat melalui pendaftaran tanah Sistematis 
Lengkap tahun 2023 yang terdapat kesalahan luas dan batas-batas bidang tanah 

yang terbit 


